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PUTUSAN
Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai

Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxX, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Pemohon.

Melawan
TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx
xxX, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25
November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada
hari itu juga, dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017 Miladiah bertepatan
dengan 21 Jumadil Ula 1438 Hijriah, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan di XXXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXX, berdasarkan
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/013/11/2017, tertanggal 20 Februari
2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) XXXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXX;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang

tua Pemohon di KOTA PALOPO, selama 2 bulan, atas permintaan keluarga
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Termohon, Pemohon bersama Termohon kemudian pindah kediaman di
rumah orang tua Termohon di KOTA PALOPO, selama 8 bulan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
seorang anak yang bernama XXXXX, umur 3 tahun, anak tersebut ikut
dengan Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal bulan November 2017,
antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan
pertengkaran di sebabkan oleh:

- Antara Pemohon dan termohon terjadi pertengkaran walaupun hanya

persoalan sepele;

- Orang tua Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

5. Bahwa, pada awal bulan Desember 2017 anak kandung Termohon
meminta untuk di antar ke Sekolah namun Pemohon tidak mengantar
karena pada saat itu hujan deras, namun Termohon langsung mengambil
jaket dan pergi mengantar anaknya, sehingga terjadi pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon marah dan pergi
meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai
sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 11 bulan lamanya dan sudah tidak
saling memperdulikan lagi bahkan sekarang Termohon sudah
mengeluarkan namanya dari Kartu Keluarga Pemohon tanpa
sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :
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1. Mengabulkan permohonan pemohon

2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan
sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap.

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Subsider :
Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan
yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon
tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan
yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, Xxxxx xxxxxX, Nomor
0041/013/11/2017 Tanggal 20 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
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B. Saksi
1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013 dan Termohon

saksi kenal karena isteri Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat

tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sepengetahuan saksi kurang
lebih 3 tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon

bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Pemohon dan Termohon

berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah

tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa saski telah berusaha merukunkan Pemohon dan

Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013 dan Termohon
saksi kenal karena selain isteri Pemohon juga tetangga saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat

tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sepengetahuan saksi kurang
lebih 3 tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

tinggal;

-~ Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon

bertengkar hanya informasi Pemohon dan Termohon;

- Bahwa menurut informasi Pemohon penyebab perselisihan dan
pertengkaran karena Pemohon mempunyai rumah sendiri dan

mengajak Termohon untuk tinggal tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah

tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa saski telah berusaha merukunkan Pemohon dan

Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan
ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon
agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sesuai
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ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi
tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk
bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah
hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan
sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah
dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk
memeriksa perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan
putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai
dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatannya yang
telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan permohonan
perceraian Pemohon dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,
di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus dan di antara Pemohon dan Termohon sudah Xxxxx Xxx
harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat
yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup,
telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu
telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata,
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telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan
yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon mempunyai
hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka
Pemohon dan Termohon memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam
perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi
secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan
agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat
diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan
kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung
dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan secara
terpisah yang bersesuaian satu sama lain dan merupakan peristiwa yang
dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi yaitu bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2017 karena Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini kurang lebih 3
tahun lamanya, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, dan selama
berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi dan pihak
keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali
dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan
dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah
menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
rukun yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan
Termohon selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon saling tidak

memedulikan;
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- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar
kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak
berhasil

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun
sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian vyaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri
dan xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa
unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah
XXXXX XxX harapan untuk kembali rukun;

- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya
tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon
selama kurang lebih 3 tahun tanpa saling memedulikan maka majelis
berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti
yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan
Termohon, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati
Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun upaya tersebut tidak
berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti
ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian XXxxx Xxx
manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang

tersebut di atas telah terpenuhi.
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sesuai
ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya
perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang
tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah
agad yang sangat kuat (mitsdgan ghalidzan) antara suami dan istri yang
bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah
agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam
suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat
21:

;.%6 x’.—:’.— ’I——, lé:i!l —.‘S’ oﬂ,l?’kgix, —n-’?i’se'ﬁ :,B&
R oW A s S5

Artinya:

—n\

aill So5

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang befrfikir.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah di mana antara
Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali
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perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan
kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan
kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari
sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang
penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan
ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah fighi:
dlas"ods Ll #3685 auwlasll 53

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan
Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Majelis
Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sabh,
maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon
telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan
Pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan
hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajii terhadap Termohon di depan
persidangan Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal
131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis
Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon seperti tersebut dalam

diktum putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Palopo;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp371.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.l. dan
Mohammad Shofi Hidayat, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan
dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd Ttd
Satriani Hasyim, S.H.I. Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.
Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. Panitera Pengganti,

Ttd

Khumaeni, S.H.l.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
Proses :Rp 50.000,00
Panggilan : Rp 255.000,00
PNBP :Rp 20.000,00
Redaksi :Rp 10.000,00
Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

> g~ WD P
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